
Menintbang : a. bahwa Otonomi KhususBagi Provlnsi PapuaBarat
;bertujuan untuk mewujudkan kemakrnuran dan
kesejahteraan masyarakat Papua Barat melalui
pembangunandi segala bidang;

b. bahwa untuk mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan masyarakat Papua Barat, telah
dlsedlakan sumber-sumber pendanaan dar;
Angaran . Pendapatan dan Belanja Negara
diantaranyaberupaDanaOtonorni Khusus;

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ~SA

KETENTUAN PENGALOKASIANDANA OTONOMI KHUSUS
PROVINSI PAPUA BARATTAHUN ANGGARAN 2014

.. '
. ,

TENTANG

PERATURANGUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2014

GUBERNURPAPUA BARAT

. .



.Mengingat : 1. Undang-Undang No.mor 28 Tahun 1999 tentanl
Penvelenggaraan N.i!garaYang Bersih Dan Beba~
dart: Korupsi, Kolusl Dan .Nepotisme (Lembarar
NegaraRepublik Indonesia' Tahun 1999 NomoI
75, Tambahan Lembaran Negara Republil
Indonesia NOl1lQr3251); : .'

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 ternanfi
Pembentukan Provinsi Irian JayaTengah, Provins
lrian Java Barat, Kabupaten Paniai, Kabupater
Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Soran,
(Lemliaran Negara Republi.kIndonesiaTahun 1999
Nomor 173, Tarnbahan LembaranNegata RepubUt
Indonesia Nomor 3894) sebagaimanatelah diubah
dengan Undang'!'Und.angNamor 5' Tahun 200e
tentang Perubahan'At-asUndang-UndangNamor 45
'.Tahun 1999.tentang Pemberitukan Provinsi Irian
Java Tengah, Provlnsl .'rian Jaya Barat, Kabupaten
Paolai, Kabupaten Mimiki, Kabupaten PuncakJava
Dan Kota Sorong (tembaran Negara Republi.
Indonesia Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan

c. bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisas
penggunaan dana Otonomi Kbusus $ga

. pelaksanaannvatepat sasaran, perlu alokasi Dan;
Otonomi Khususyang lebih adll kepada Kabupate,
dan Kotadi wilayah ProvinsiPapuaBarat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalrnaru
dimaksuddalam huruf a, huruf b dan huruf c, perh
menetapkan Peraturan Gubernur Papua Sara:
tentang Ketentuan PengalokaslanDana Otonom
KhususProvins.iPapuaBaratTahunAnggaran2014;



LembaranNegaraRepubUkIndone_$i,aNamar 3960)
s$suai Putusan Mahkamah KQ:nstitusi Republik
IndonesiaNomor 0181puU~1/2a03;

3. Undang~UndangNomor 21 Tahun 2001 tentang
Oto"omi Khusus Bagi Proviosi papua (tembaran
Nepra Republik IndonesiaTahunmol Nomar 135,.
Tambahan Lembaran Negara Rep~bnk Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana tel~h diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Pef1jbahanAtas Undang-UndangNomor 21 TahuA;
~OOl tentang Otonomi KhususBc;a~Provinsl Papua
Menjadi Undang-Undang (lembsran Nega:ra
Republi~ Indonesia Tahun 200$ Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor4884);

4. Undang-Undang Nemer 17 Tahua 2003 tentang
Keu~ngan Negara (lembaran Ntegara Republik'
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
LembaranNegaraRepubUkIndonesiaNomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
ReplJbli~ Indonesia Tahun, 2004 Nomor 5,.
Tambahan Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemerlksaan, Peng-elolasfl Dan
PerlanggungjawabanKeuanganNegara (Lembaran
Nepra RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66~
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia
Nomor4400);

• I



10.Peraturan Pemerlntah Nomor 56 Tahun 200S
tentang Sistem lnformasl Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 NomoI" 137,
Tarnbahan LemlbaranNegara Republik Indonesia·
Nomor 4575);

7. Undang-Undang iN/orn~r32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan f)a.erah (Lembaran Nesar,

. Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 125,
Tambahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4437) sebagalmana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 .Nomor 59,
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

8. undang-undang Hornor 33 Tahun 2004 tentan,
Perimbangan I(euang~n Antara Pemerintah
Pusat Dan Pernerlntahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NomQr4838);·

,/
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahu" 2010
'tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan
Wewenang Setta Kedudukan Keu$nganGubernur
Sebasai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi
(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2010
Nomor 25, Tambahan Lembarsn Negara Republik
lndcnesta Nomor 5107) sebagalrnana telah diubah
densan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun:
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata
Cara PelaksanaanTugas Dan Wewenang Serta
Kedudukan Keuangan Gubern~r Sebagai Wak~1
Pemerintah OiWilayah Provinsi (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun ~011 Nomor 44,
Tambahan Lernbaran Negara Republlk Indonesia'
Nomor 5209);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005:
tentang Oesa(LembaranNegaraRepublikIndonesia'.

.. ',

11,P'eraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang PengelolaithKeuan~n. Perah (tembaran
Nega:raRepublikIndonesiaTah",n 1005 Nomor 140,
Tarnbahan tembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 200S
tentaflg Pedoman Pernblnaan dan Pengawasan
PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaTahun ZOOS Nomor 165:,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4593);



20~Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomar 1
Tahan 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerahTahun Anggaran2014 (Lembaran
Daerah ProvinsiPapua BaratTahun 2013Nomor 8);

18.Peraturan Menteri Keuangan N~Olor
06/PMK.07/2012 tentang Pel-aksnaan dan
Pertanggungjawaba.11Transfer keDaerah;

19.Peraturan Menteri .Keuangan Nomor
145/PMK.07/2013.entang PengalokasianAnggaran
Transfer ke [)a~rah;

,.
. . --.•.

Tahun 2005 'NQfTlor 158, Tambahan tembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor 4587);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik
Indoesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4588);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008
tentang Kecamatan (Lembaran Negara RepubUk
IndonesiaTahun2008 Nomor 40);

17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah dlubah beberapa kati

. terakhir dengan Peraturan Mentefi Dalam Negeri
Nonior 21 Tahun 2011-tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tenttang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Ber,ta Negara Republik
IndonesiaTahun 2011Nomor 310);



Daiam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :
1.Daeraf1adalah PrOviflSi Papua Barat .

2. Pemerintah Daerah Provlnsl Papua Barat ad~lah Gubernur dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelengsara pemerintahan
daerah.

3.Gubernur Papua Barat selanjutnya disebur Gubern"r adalah Kepala
Oaerah dan Kepal;aPemerintahan yang bertanggungjawab penuh
menyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Papua Barat dan
sebagai wakil Pemerintah di ProvinslPapua Baret.

4. Dewan PerwakUan Rakyat Papua Barat yang sela'njutnya disebut
dengan DPRPBadalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Papua Barat sebaga, unsur penyeleriggara pemertntahan daerah.

5. Pemerintah Kabllpaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di
Provinsi papua Barat

6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di witayah Provinsi Papua
Barat.

Pasall

BAB I
KETENTUANUMUM

Menetapkan ; PE;RATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT TENTANS,·
KETENTUAN PENGALOKASIAN DANA OTONOM.ri
KHUSUSPROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN,
2014.

MEMUTUSI(AN :



L_ _

Pasal3
Dana Otonomi .Khusus yang dialokasikan kepada
Kabupaten/Kota/Distrik/ Kelurahan/Kampungsebagaimanadimaksud
dalam Pasal 2 mempertlmbangkan aspek keadllan antar wil~yah
Kabupaten/Kota.

DanaOtonomi Khusus.dianggarkan dalamAPBDProvinsi PapuaBarat
Tahun Anggaran 2014 dan dialokasikan ~epad.
Kabupaten/Kota/Distrik/Kelurahan/ Kampungdalam bentuk belanjf;i·
transfer.

Pasal2

SAB I,
DANA OTONOM. KHUSUS

7. Bupati/Walikota adalah Bupatj/Wafikota pada Kabupaten/Kota c:Ji
Provinsi PapuaBarat.

8.Angaran Pendapatan dan Belanj~ Oaerah, selanjutnya disingkal
APBDadalah RencanaKeuanganTalu.lnanPemerintah Daerahyang
dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Provinsi Papua
Barat dangan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat, dan
dltetapkan denganPeraturanDaerah,
. I .

9. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disingkat dana Otsus adalah
Penerimaan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang berasal dari
Angaran Pendapatan dan Be~nji.l Negara·yang besarnva setara
dengan 2 % (dua persen) dari DAUNasionalyang digunakan untuk
pelaksanaan··OtonomiKhusussebapimana diamanatkan peraturan
perundang-undangan.



Pasal 6
(l)Alolcasi Dana Otonoml Khusus Provlnsl ~PlJa Barat Tahun

Anggaran 2014 sebesar Rp. 2.047.315.954.000,00 (Dua Trilyun
Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Lima Bela.~Juta Sembilan
Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah) dialolasikan kepada
Kabupaten/Kota/Oistrik/Kelurahan/Kampung se-Provinsi Papua
Barat.

PasalS
Penetapan besaran afokasi dana Ototlomi Khusus dilakukan dengan
febih berkeadllan bagi masing-masing Kabupatefl/~ota dengan
memperhatikan beberapa indikator dan bobotnya sebagai berikut :
a.Jumfah Penduduk A$U Papua sebesar 30%.
b.Jumlah Penduduk sebesar 10%.
c. Luas Wilayah sebesar 20%.
d.lndets Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 10%.
e.IKK sebesar 30%.

BAB IV
PENGALOKASIAN DANA OTONOMI KHUSUS

Dana Otonomi Khtfsus yang dialOkasilcanke Kabupa~"/Kota/Distrik/
Kelurahan/Kampung bertujuan untuk mempereepat proses
pembangunan dimaslng~masing Kabupaten/Kota guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dalam kerangka Otonomi Khusus sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BABUI
TUJUAN
Pasal4



,~~_.. . _.

(1) Dana Otonomi Khusus dlsalurkan secara bertahap dari Rekenins
Kas Umum Daerah Provin$i papua Barat ke masing-ma$ins
Rekening KasUmum Daerah Kabu~ten/Kota.

(2)SeUap tahapan penyaluran sebagalmana dimaksud pada avat (1)
dltetapken besaran alokasl dana Otonomi Khusus dengsn
presentase tertentu dari jtJmlah alokasi dana Otonomi Khususyang
. diterima masing-masing Kabu~teB/Kota.

(3) Penyaluran dana. Otonomi Khusus sebagalmana dimaksud pada
ayat (1) dldasarkan atas permlntaan Bupati/Walikota sesuai
program/kegiatan.

BAS V
MEKANISME PENYALURAN DANA OTONOMI kHUSUS

...»

b'~Alokasi - kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70%'dari
alokasi dana Otonomi Khusus atau sebesar Rp.
1.312.231.167.800.00 (Satu TrilyUo Tiga Ratus Dua Belas Milyar
Dua Ratus nga Puluh Satu Juts Seratus Enam .Pul~h Tujuh
Delapan Ratus Rupiah).

c. Alokas; kepada Distrik, Kelurahan dan' Kampung sebesar
Rp. 172.700.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Tujuh
MatusJuta Rupiah).

. (2) Dana Otonomi KJlusus sebagalmana dimaksud pada ayat (~,)
dialokasikan kepada KabupaterVKota/Distrik/Kelurah/Kampun,
Tahun Anggaran 2014 dengan rloci~nsebagai berikut :

a,Aiokasi kepada Provinsi Papua Barat sebesar 30 % dart aloka$i
dana Otonomi Khususatau sebesar Rp562.384.786.200,00 (Umil
Ratus Enam Puluh Dua Milyar nga Ratus Delapan Puluh Empal
Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh iEnamRibu Dua RatusRupiah).

Pasal 7

,....---------------------=--- --.' ~.. ".~" ._.... ".~... - . - ... _. . - - --.- -'~-~' .. ~'~.

I
I



Pasal 9
(1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf

a, dapat dilaksanakan apabila Ka~pa*en/Kota yang
betsangkutan telah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2014
dengan melampirkan rencana penggunaan dana Otonomi Khusus
untuk progra,.,/kegiatan yang akan didanai pari dana otonomi
Khusus dan laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus
TafaunAnggaran sebelumnya.

(2) Petlyaluran Tahap' II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf
b, dapat dllaksanakan apablla Kabupaten I Kota yang

Pasal 8
Tahapan penyaluran dan besaran alokasi dana Otonomi Khusus
yang disalurkan dari Rekening KasUmum Daerah Prpvinsi Papua
Barat ke masing..masing Rekening KasUmum oaerah
Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat (1) dan
ayat (2), yaitu :
a.Tahap I pada bulan Maret sebesar 30 % (tiga pvhlh persen) dari

alokasi.
b.Tahap II pada bulan Jull sebesar 45 % (empat puk.ih lima persen]

dari alokasi.
c.Tahap III pada buJan Oktober sebesar 25 % (du.a puluh lima

persen) dari alekasl,

(4)Penyaluran secara bertahap sebagalrnanadimaksad pada ayat (1)
dilakukan denp,n p~rtimbangan proses penYil1ura,ndana Otonom:i
Khusus dari K..s Ne.gara ke Rekening Kas UmA.lm Daerah Provinsi
Papua Barat seeara bertahap sesuai ketentu.n peraturan
perundang-undangan.



Pasal 12
Penyaluran bantuan dana Otano",i KhustASkepada
Dist,rik/Kelurahan/ Kampung dila~sl'}iakanseeara bertahap yaitu :
1. Tahap I pada bulan Mel sebesar 50 % ·(lima puluh persen) dari

alokasi setelah laporan realisasi penggunaan .dana Tahun

Pasal 11
Bantuan dana Otonomi Khusus kepada Distrik/Kelurahan/Kampung
dilaksanakan dengan cara :
1. Pemindahbukuan dari Rekenin8 Kas Umum Daerah Provinsi

Papua Barat ke Rekening Penampung pada Bank Pembangunan
Daerah untuk . mempermud.ah··· penyaluran kepada
Distrik!Kelurahan/Kampung.

2. pemindahbukuan. bantuan dana Otonomi Khusus kepada pistrik/
. Kelurahan/Karnpung melalul perhitungan Fiha:k Ketiga (PFK)
dengan penyaluran dari . Rekening Kas
Djstrik!Kelurahan/Kampung selama 1x24 jam.

Pasal 10
Pemerintah Provlnsr.Papua Barat tidak akan melakukan penyalwan
dana Otonomi Khusus apabila Pem~.ntah Kabupaten/Kota tldak
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal9.

bersangkutan· telah menyam.p~i~n realisasi penggunaan dan,
Otonomi KhususTahap I.

(3) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 h-..rqj
c, dapat dilaksnakan apabila :Kabypaten I Kota yang bersangkuta.,
telah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Otonorni
Khusus Tahap II.



Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusus sebagalrnana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada
Gubernur Papua Barat, tembusan disampaikan kepada saden
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat dan Badan
Perencanaan Pernbangunan Oaerah Provinsi Papua Batat.

Pasal 14

(l)Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laparan realisasi
penggunaan dana Otonomi Khusus secara berkala kepada
Gubernur Pap~ Bi)rat.

(2) Laporan realisasi penggunaan dana Otonomi Khusussecara berkala
sebagaimana d,maksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
tahapan penyaluran dana Otonomi Khusus dari Rekenimg Kas
Umum Daerah Provinsi Papua' Barat ke Rekening Kas Umum
Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal7 ayat
(1).

Pasal 13

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DANA OTONOMI j(tlUSUS

sebelumnva dlsampalken kepada Gubernur Papua Barat,
tembusan kQPadp Kepala Badan Pengelota Keuangan dan Aset
Daerah.

2. Tahap II pada bula:" Oktober sebesar 50 % (lima puluh persen)
dad alokasi seteJah laporan reafisasi penggunaen dana Tahap I;,
diterima oleh Gubernur Papua Barat, tembusan kepada Kepala
Badan Pengefola Keuangan dan Aset Daerah.



Segala biaya yang ditimbulkan se~gai.~kibat ditetapkan Peraturan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapa.tan dan 8elanja Daerah
Provinsi Papua .Barat Tahun Anggaran 2014.

Pasal 16

BAB VIII
PEMJlAYMN

Pasal loS
(1) Gubernur Papua Barat melakukan pembinaan dan pengawasan

secara berkala maupun insidentil terhadap pelaksanaan
program/kegiatan yang didanai dari dana Otonomi Khusu$ di
./
Kabupaten/Kota.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada avat (1)
di~aksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset D~rah
Provinsi Papua Barat dan. Badan Perencanaan Pembangunan.
Daerah Provinsi Papua Barat.

(3) Pelaksanaan pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1)
dillaksanakan oleh lnspektorat Pr:oYinsiPapua Barat.

(4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagahnana dimaksuQ
pacta ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubemur Papu~
B~rat.

(5) Has,iI pembinaan dan pencawascwOsebagaimana dimaksud pada
. - ayat (4) d.isampaikan kepada Gubernur Papua Barat.

BAa ~tl
PEMBINAAN DAN Pe.NGAWASAN



untuk salinan yang sail sesuai aslinya
KEPALABIRO HUKUM,

CAP/TTD
WAFIK WURYANTO
Pembina Tk.1 (IV/b)'

NIP. 1957083Q 198.203 1 005

BERITADAERAHPROVINSIPAPUABARATTAHUN201~ NOMOR 4

Diundangk~n dl Manokwari
pada tanggal 16 Januari 2014
Pit. SEKRETARISDAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTP
ISHAK L. HALIATU

. ",

Ditetapkan di Manokwari
pada tan"al J6 Januari 2014
GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Peratutan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga1 djundangkan .

Agar setiap orang dap;:It mengetahuinya, memerlntahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannva dalam .
Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB II
PENUTUP

Pasal 17



~---------'---------~

Form. II

. . .

BUPATI / WALIKOTAI

··~·····~······r.······1 .

............................... ':.~ .
• -•••• ~ _. •••••••• ~ , ••• ~,. •••••••••••••• "111 ••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••• ~ III

.................................. ' ~ .

: Pencairan Bantuan l(euangan Sumber Dana Otonomi
Kh'usus

(.4_ ••• ·•••••••••••••••••••••••••••• ~••••••• ~ 8~piah),
Rp ~_ .

Kepala 8adan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Papua Barat

*.Coret yang tidak periu

N()rnor Rekening .

Nama Rekening

Nama Bank

Tahap P~ncairan

Sejumlah uang

Terbilang

Untuk keperluan

Telah terlma dari

Dana tersebut telah diterima ~da ,Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten/Kota/Distrik/Kampung, .sebagai berikut :

KWITANSI/BUKTI PENERIMAAN BANTUAN KEUANGAN

NO:~...•...•.....•.••.•..••••.•..••

LEMBAR KONFI~MASI
BANTUAN KEUANGAN SUMlER OANA OTONOMI KHUSUS

KABUPATEN/KOTA/DISTRIK/I(ELURAHAN/KAMPUNG

Fo,rn;\. I



3 Ekonomi
Ke:rakyatan

2 Kesehatan
Pe,ndidikan

SisaDanadi RekeningKasUmum Daerah: Rp ........•.....................................
Presentase Sisa Dana : Rp h •••••••••• %

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga:
Tahap ini : Rp ~ ~ ~ _ .
Kumulatif s.d, T$hap ini : Rp , ~ ~ .

Penerimaan dari Rekening KasUmum Daerah :
T-ahap J : Rp .
Tahap II : Rp •....ftI ••••••••••••••••••••••••••• ,.·~ ••• 4 •••••••••

Taha'p III : R •...."".••............, "
Total : Rp .....••.....................! ~•••••••••••••

Yang bertandatangan di bawah ini 'Bupati/Walikota
................ menyatakan bahwa saya bertanggungjawab
penuh atas kebenaran Laporan Realisasi PenySrapan Bantuan
Keuangan Sumber Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran ................•'.
Tahap •........... sebagai berlkut :

TAHAP 1/11/111: ( ......•....•.•.)

" ,

LAPeJlAN REALISASI:PENYERAPAN
SANTUAN IEUAN,GAN SUMBER DANA OT~OMI KHUSUS

TAHUN AN6GARAN 2014



----L___ _:_ __:____ ----- -----

•. Caret yang tidak perlu

..•....•..••'...~.....•.••..•••.•.

BUPATI/WAUKOTA .........•.....,

•••••••.•..•....•....., ...••.•••....•••••..•..•...

I .

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya.
/

4 lnfrastruktur
5 Affirmative

Actions
kepada Putra-
Putri P



1

41 6 (4+5) 7.(3-
6)

52

Sisa Danadi Rekeni.ngKasUmum Daerah : Rp ~ .
PresentaseSisaDana : Rp %

Kumulatif s.d..Tahap ini .:Rp -: .

RealisasiPenggunaan 0·00 (Distrik) :
Taha'p ini : Rp ••.•........•...........~ ~..~ , .

Penerimaan dari Reke.ning Kas Umum ·Daerah:
Tahap I : Rp ...•.......................... !f .•••••••••••••••••••• ., •••••••

Tahap II : R ........•.•...........•.•..•...•...................•....•....
Total -:Rp !.••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Distrik .•.......~...................•
menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas kebenaran
taporan Realisasi Penyerapan Bantuan Keuangan Sumber Dana
Otonomi Khusus Tahun Anggaran ....•..............Tahap •.••........sebagai
berikut:

TAHAP 1/11

I..APORAN REALISASI' PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN'$UMBER DANA OTONOMI KHUSUS

JAHUN ANGGARAN 2014

Form. III

:- ,...•.~....'

, .
~:---~":""..l>'~"'-""'-"'~.-.--.......,,"~~'_' ''''''~''''''''''~_~.,..-.."........ •.__~"".~ _._. _-' •.. - .•__,......._'.~ •. .._...•~_ ....._.~...-;-.,~."••~-<!"""_.*"""""""" '_.'_, ~_ "".,_....,__ '4_~ ~ ... _



__ !O

• . corer yang tidak perlu
......... !.....•......•..............

. KEPALA DISTRIK .••.....•........•.•... _ •..,

..•..•..•.•.....••.•..• , ...........•...................•....

Bukti ..bukti realisasi pembayaran kepada pihak ketiga yang tercantum
dalarn laporan ini, disimpan sesual dengan ketentuan yang berlaku.,. ,

untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawas fungslonal,
Demlklan laporan ini dibuat dengan sebenarnya .

5
4
3
2



Rp .- !•••••••••••••••••••••%Presentase SisaDana

1 2 3 4 5(~) 6
1 Pendidikan
2 Kesehatan
3 Ekonomi

4 Infrastruktur
5 Affirmative Action

kepada putri-putri
Pa ua

Realisasi Pembayaran kepda Pihak Ketiga
Tahap ini Rp ~ ,.
Komulatif s.d. Tahap ini Rp .-...................•................................
Sisa DanadiKasUmumDaerah Rp .

: Rp ..~ .Total

!

Penerimaan dari Rekening KasUmum Daerah:
Tahap I : Rp .•........•.........................!'••• tI; •••••••• ~ ••••••••••

Tahap II : R- .....................••....•.•••....•.•...••................

LAPORAN REALlSAS': PENYERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTQNO,.,I KHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2014

Form. IV



----~--~-~~ ~--~-~ - ---~--~--

•. Coret yang tidak perlu

KEPALA KELURAHAN .........•.....• ,

.... ~ , .

Bukti-bukti realisasipembayaran1,k~p~dapihak ketiga yang tercantum
dalam laporan ini, dlsirnpan sesual (I~ngan ketentuan yang berl~kJ;J
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan ap~ra~
pengawasfungsional.
Demiklan laporan ini dibuat dengansebenarnva .

...................................... "



: Rp •....•......................... ,; _••%

5 Affirmative
Actions kepada
Putra-Putri Pa a

4 Infrastruktur

3 Ekonomi
Ke n

2 Kesehatan
1 Pendidikan

Presentanse Sisa Dana

Realisasi Pembayaran kepada Pihak Ketiga :
Tahap ini : Rp ~ .
Komulatif s.d. Tahap ini : Rp .

Penerimaan dari Rekening KasUmum Daerah :
Tahap I : Rp ...•.••...................•.....•~..............•.....
Tahap II : R " "........•....
.Total : Rp ........•................... !J ••••••••••••••••• CI •••••••

LAPORAN REALISASIPENYERAPAN
8ANTUAN KEUANGAN SUM8ER DANA OTONOMI KHUSUS. .

TAHUN ANGGARAN 2014

Form. V



L_ ~_~ _

•. Caret yang tidak perlu
.............•.....•...•.•.............

KEPALA KAMPUNG ••.....•...•....•.••,./

...~.~.••......•..•.......,....•........•..•.••••.•..•••.

Bukti-bukti realisasi pernbavaran kepada pihak ketiga yang tercantum
dalam laporan ini, disimpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan apara.
pengawas fungsional.
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya .



................................. ,

Bupati/Walikota 1

..........................,.•.......................

*. Coret yang tidak perlu

1 2 3 4 5 6 7 8 9,

1 Bidang
Pendidikan

2 Kesehatan

3 Ekonomi
Ke n

4 Infrastruktu r

Affirmative
Action

5 kepada
Putra-Putri

LAPORAN AKHIK;TAMUN, 'REALISASIPROGf(AM/KEGRATAN
BANTUAN KEUANGAN SUMlER DANA OTGNOMIKHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2014

Form. VI

~: ~~'';'' '"

, '.



*. Coret yang tidak perlu

KEPALA DSITRIK .......•...••... ,

.••............•.......,..•.•...........•.•.•••....

......................... lili••••••••.••••••••

5 A/firmative
Actions
kepadaPutfa-Putri
Pa a

4 lnfrastruktur

2 Kesehatan

: ~J) ••••••••••!•••••••••••••••••••~••••••••••••••••••••••••••••

1 Pendldlkan

Total

Penerimaan dari Rekening Kas Daerah:
Tahap I : Rp ! ' ~••••4! ••••

./Tahap II : R ' .

LAPORAN AkHIR TAHUN REALISASI PENVERAPAN
BANTUAN KEUANGAN SUMlER DANA OTONOMI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2014

Form. VII



*. Coret yang tidak perlu
••• 'I" •••• _ ..

KEPALA KELURAHAN ,

..................~ , ~.., .

3 Ekonomi

Pendidikan
2 Kesehatan

: R'p ••••.lII •••••••••••••••••• !.IIi! ~•••••••••••••••••••••Total

Penerimaan dari Reke.ning KasDaerah:
Tahap I :Rp !••.••~~•••••••••••••••••••

Tahap II : R ' ,..•.,.•............" .

LAPORAN AkfllR TAHUN REALISASIPENYERAPAN
SANTUAN KEUANGAN SUMBER DANA OTONOMI KHUSUS

TAHUN ANGGARAN 2014

Form. vnl



*. Coret yang tidak perlu

.......•..•.•.....••..••••.........•.••.~.

KEPALA KElURAHAN ,

....~ , .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Bid~ng
Pendldikan

2 Kesehatan

3 Ekonomi
Kera n

4 Infrastruktur

Affirmative

5 Aqtion kepada
Putra-Putri

LAPORAN AKHIKTAHUN, ReA:US4$1 PROGRAM/KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN DANA OTONOMI KHUSUS

TAHUN ANGGAAAN 2014

Farm. IX



...

..
. ,

Untuk salinan yang san sesuai aslinya
KEPALA BIRO ;HUKUM,

CAP/TTb
WAFJK WURYANTO
Pembina Tk." (.IV/b)

NIP. 19570830 1982031 005

GUBERNUR PAPUA'SARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI


